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SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
bahwa Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang
terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali
ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan,
maka dipandang perlu menyusun pedoman dalam
pelaksanaan kedudukan keuangan Bupati dan Wakil
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang. ..
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7032);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 217);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau
Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang
melaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN: . ..
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2
Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3
(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari:
a. gaji pokok;
b. tunjangan jabatan; dan
c. tunjangan lainnya.

(2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Bupati diberikan tambahan penghasilan lainnya sebesar
150% (seratus lima puluh persen) dari tambahan
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penghasilan pegawai tertinggi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten.

Wakil Bupati diberikan tambahan penghasilan lainnya
sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari
tambahan penghasilan pegawai tertinggi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten.

Ketentuan mengenai besaran tambahan penghasilan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima
penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing
sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan
biaya pemeliharaan.

Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari
jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang
perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten
tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing
sebuah kendaraan dinas.

Apabila Bupati atau Wakil Bupati berhenti dari
jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil
Bupati disediakan:

a.

b.

biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai
kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan
untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan
Bupati dan Wakil Bupati;

biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang
inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah
jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau
dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan
untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau
dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

e. Dbiaya...
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biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat
dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta
anggota keluarga;

biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas
Bupati dan Wakil Bupati;

biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan
pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut
atributnya; dan

biaya penunjang operasional dipergunakan untuk
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial
masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya
guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil
Bupati.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati,
ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli
daerah sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus
dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi
sebesar 3% (tiga persen);

b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
sampai dengan Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi
sebesar 2% (dua persen);

c. diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5%
(satu koma lima persen);

d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah) paling rendah
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan
paling tinggi sebesar 0,8% (nol koma delapan
persen);

e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00
(seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan
paling tinggi sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
dan

f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar
0,15% (nol koma satu lima persen).

(2) Biaya . . .
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(2) Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kedudukan keuangan bagi penjabat Bupati, pejabat
sementara Bupati, pelaksana tugas Bupati, dan pelaksana
harian Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 11

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan
tunjangan lainnya dibebankan kepada APBD.

BAB V
PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran tunjangan lainnya bagi Bupati dan Wakil
Bupati dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana
tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

(2) Pembayaran tunjangan lainnya bagi Bupati dan Wakil
Bupati dilakukan dengan mekanisme pembayaran
Langsung.

(3) Pembayaran tunjangan lainnya dikenakan pajak
penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban tunjangan
lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati mempedomani
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Tunjangan lainnya bagi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan
sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII . ..



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 23 Desember 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MUHAMMAD IQBAL ALISYAHBANA

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal, 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,

EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002



